
DISDIK KUBU RAYA HARAP TUNJANGAN KHUSUS GURU TIDAK BERDASARKAN SYARAT
INDEKS DESA MEMBANGUN

Jum'at, 30 November 2018 - Muhammad Rhida Rachmatullah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat gelar
Focus Group Discussion (FGD) terkait permasalahan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan khusus bagi guru
Provinsi Kalimantan Barat di Restoran Cita Rasa Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Jumat (30/11/2018).

FGD menghadirkan dua narasumber diantaranya Anggota Ombudsman RI Dr Achmad Su'ady dan Kasubbag Data dan
Informasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rohimat.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya  Rusdety mengakui
permasalahan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan khusus bagi guru menjadi hal paling mendasar.

Rusdety mengkritisi peraturan pemerintah pusat yang mensyaratkan bahwa tunjangan khusus bagi guru didasarkan pada
Indeks Desa Membangun (IDM).

Setidaknya, ada 293 indikator yang dimuat dalam kuesioner.

"Sebelumnya itu tahun 2014, 2015 dan 2016 pakai SK Bupati dan tidak ada masalah. Mulai tahun 2017 itu, keluar
peraturan bahwa tahun 2018 standarnya gunakan IDM," ungkapnya saat diwawancarai usai FGD.

Ia menimpali sebelumnya Dinas Pendidikan Kubu Raya pernah usulkan sekitar 800 lebih orang tenaga guru yang layak
mendapat tunjangan khusus. Namun, hanya 300 orang yang disetujui Pemerintah Pusat.

Pihaknya menerima alasan pemerintah pusat bahwa dana yang dialokasikan dibagi dengan daerah-daerah lain
se-Indonesia.

"Kami pada tahun 2018 dapat 250 orang guru penerima tunjangan khusus itu. Tapi, kami hanya berani cairkan sebanyak
98-99 orang saja. Sisanya tidak berani kami cairkan karena jaraknya dekat-dekat," katanya.
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